
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA MADIUN 

NOMOR TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  

NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM KOTA MADIUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA MADIUN, 

Menimbang :  a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata 

dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk 

memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan 

informasi hukum yang dibutuhkan; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi

hukum, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2023

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota

Madiun perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali

Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Kota Madiun;

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri  Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);
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10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

12. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota

Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023

Nomor 8/G);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 

TAHUN 2023 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM KOTA MADIUN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun 

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun 

Tahun 2023 Nomor 8/G) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

BAB III 

PEMBENTUKAN, KELEMBAGAAN, DAN PENGELOLAAN 

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A 

(1) Kelembagaan JDIH Kota Madiun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a. pusat jaringan; dan

b. anggota jaringan.

(2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a yaitu Bagian Hukum.

(3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi seluruh Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Daerah.
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal 

WALI KOTA MADIUN, 

MAIDI 
Diundangkan di Madiun 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH, 

SOEKO DWI HANDIARTO 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 
TAHUN 2025 NOMOR 

PARAF HIERARKI 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN AHLI PERTAMA 
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